ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “ Analisis Yuridis terhadap Pandangan Hakim Pengadilan
Agama Pasuruan tentang Status Istri Setelah Pembatalan Perkawinan” ini
merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan
bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri
setelah pembatalan perkawinan dan bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan
hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan
perkawinan.

Data penelitian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif analisis untuk
menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis segala fakta yang
dihadapi, kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif yaitu menganalisis
data yang diperoleh berangkat dari suatu yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan
yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis menggunakan teori yang bersifat umum
tentang pembatalan perkawinan untuk meninjau data yang bersifat khusus yaitu
pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengenai status istri setelah
pembatalan perkawinan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut hakim Pengadilan Agama
Pasuruan status istri setelah pembatalan perkawinan ada tiga pendapat. Pendapat
pertama adalah janda, tanpa memandang gobla ad-dukhul atau ba’da ad-dukhul
maupun batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Pendapat kedua adalah perawan,
baik gobla ad-dukhul atau ba’da ad-dukhul maupun batal demi hukum atau dapat
dibatalkan. Pendapat ketiga adalah perawan jika perkawinannya batal demi hukum
dan berstatus janda jika pembatalan perkawinannya dengan sebab dapat dibatalkan.
Pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tidak seluruhnya sesuai dengan
yuridis karena apabila perjanjian batal demi hukum artinya dari semula tidak pernah
dilahirkan suatu perjanjian dan dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan,
dan suatu perikatan yang dapat dibatalkan berarti ketidakabsahannya berlaku sejak
tanggal ada pembatalan. Berdasar hal tersebut, status istri setelah perkawinannya
batal demi hukum adalah perawan dan perkawinan yang dapat dibatalkan adalah
janda.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran bahwa status istri
setelah pembatalan perkawinan seharusnya diatur dalam perundang-undangan atau
disebutkan dalam pertimbangan hakim penetapan pembatalan perkawinan agar dapat
menyeragamkan pandangan terkait stats istri serta memudahkan KUA untuk
memetakan status antara perawan dan janda. Kepada istri yang perkawinannya
dibatalkan oleh Pengadilan Agama hendaknya paham tentang statusnya setelah ada
penetapan pembatalan menurut hukum perkawinan agar tidak terjadi kesalahan
mengisi data administrasi kependudukan.
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